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KEPALA DESA CIEUNDEUR

YECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIEUNDEUR
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG

CEWENANGAMN DESA BERDASARKAM HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL

o0

BERSEKALA DESA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala Desa Cieundeur

Bahwa untuk mengakomodir semua kegiatan masyarakat Desa
Cieundeur yang bersifat sosial dan budaya, perlu diatur berdasarkan
hak asal usul kewenangan lokal bersekala desa;

ahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014
tentang desa pasal 18 dan pasal 19, Desa mempunyai kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa;
Bahwa herdasarkan pertimabngan yang dimaksud dalam hurup (a)
dan hurup (h). perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
¥ewenangan Aerdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
bersekala Desa.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (tembar Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lemabaran Megara Republik Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Momor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah NMomer & Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Momor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Peraturan Menteni Dalam Megeri Momor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2012 Priontas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020;

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur
kepada Desa; (Serita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10

\
L)

Peraturan Dasrah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Desa; (Lembaran Dazrah Kabupaten Cianjur tahun 2012 Nomor 04);
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tzhun 2018 tentang
Angzaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tzhun 2018 Nomor 5);
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
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(Berita Daerzh ¥abupaten Ciznjur Tahun 2012 Nomor 102 )

12. Peraturan Bupati Gianjur Noror 97 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Yeuangan Desa (Beritz Daerah Kabupaten Cianjur Tzhun
2012 Nomor 97 );

13. Peraturan Bupati Ciznjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelclaan Xeuangan Desa di Kabupaten Cianjur;

14, Peraturan Bupati Ciznjur Nomor 93 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Pincian Uzana Desa Setiap Desa Kabupaten
Cianjur Tahun Angzaran 2020 (Beritz Daerzh Kabupaten Cianjur Tahun
2012 Momor 93 ),

15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tzhun 2020
(Beritz Dzerah Kabupaten Ciznjur Tahun 2012 Nomor 100 3

16.  Peraturan Bupzti Cianjur Nomor 101 Tzhun 2018 tentang Tata Cara
Penganggaran, Penyaluran, Pencairan dan Pertanggung jawaban
Alokasi D2nz Desa Tzhun 2020 (Berita Daerzh Kabupaten Cianjur
Tahun 2618 Nomer 101 );

17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar
Yewenzngan Desz berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal
Bersekalz Desa ( Serita Daerah Kahupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor
73)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CISUNDEUR
Dan
KEPALA DESA CIEUNDEUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan ¢ PERATURAN DESA CIZUNDEIUR KECAMATAN WARUNGKONDANG

KABUPATEN  CIANJUR  TENTANG  KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAX ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSZKALA DZSA

BABI
KETENTUAN UMUM
Bagian e Saiu
Pasal |

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1

74

Daerah adalah Kabupaten Cianjur;

Pemenntah Daerzh adalah Bupati dan Perangkat Daerzh sebagai unsur Penyeienggara
Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Cianjur;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebazzi perangkat daerzh kabupaten Cianjur dalam
wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Cianjur;

Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penysienggarzan Pemerintzhan di wilayah kerja
kecamatan yangdalam pelaksanazan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
Pemerintzhan dari Bupati untuk menangani segala urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintzh;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan prakarsz masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintzhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintzhan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dipindai dengan CamScanner



10.

11

17

13

14,

15

16

17.

Cepsls Dets a0aiah Peatat Dermatirnsh Do garg rermpungs wewetarg Tagas tan weeuiten
urtuk merrgdlenggarsean 1ummah Vergis esags tan rekiicanaian tugen Sar Pemeretat Pusat
adan Verneniontzn Daerah;,

Badan Penrmuwawastan Uesa yang whaopmoyz Oweghat 2P0 addat lemS2gz v
melaisanatan Funge Pererietzhae yang IngEteTge rerusEeas wikl Zan cercudii ez
Berdasarean verern seian wikaysh 430 CRB0IE" I8 E SETCRTIA,

Lembaga (emavyaravatan Dess sdalah lermbags yang Sertih cheh matyardkan sasus dengan
Kebustiahan yang rree st rArs pemer etz Aaeegh S3ipe mer e tiyeaT matyniat,
Muvyawarah Dsss 243tah mruvyanacsh anatars Batan perrRsEwRIritas Do, Perwrietah Desa
dan unwur masgarakat yang duslenggaraean oish Zadan Fermusyraarian Desa untuk
meyepakati hal hal yang berudat Strategs,

Peraturan Desa adaiah peratyran perurdang undargsn yang orstagkan che#, Copata Desa seteiah
dibahas dan disepakati heriams dergan Badan Dermusyrnaratyn Desi.

Anggaran Pendapatan 630 Belargz Desz yang selamitngz disebut APBDes3 adalch rencama
Yeuangan tahunan Pemerintzh Dess;

Permbangunan Dess 3dalsh ugays perirgeztan €iaitas hdug dan ketedupan tebesar besamy3
untisk kesejahtezan masyarakat Desz;

Yewenangan Desa adalsh Cewenangan yang duniiei Dess mefiput kewenangan berdasarian hak
asal usul , kewenangan \okal bersekals Desa, kewenangan yang ditugaskan cieh Pemenntah
Pusat, Pemerintah Propingi, 343y Pemerintah Daersh Cabupaten/ota serta kewenangan lainny3
sesual dengan peraturan Perundang-undangan,

Kewenangan herdasarkan Hak 313l usul 3d3lah hak yang merupakan warisan yang mawh hidup,
dan prakarsa Desa atau prakarss masyaraeat Desa sesual dengan perkembangan kehsdugan
masyarakat;

Kewenangan Lokal Bersekala Desa adalsh kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan
oleh Desa tau yang muncul karena perkernbangan Dess dan Prakarsa masyarakat;

Baglan Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingbup Peraturan Desa ini, meliputi

| ~n an e

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal-usul;
Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

Mekanisme Pelaksanaan Xewenangan Desa,

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan Desa;
Pendanaan;

Pungutan Desa, dan;

Pembinaan dan Pengawasan.

BAB I
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal3

Perincian Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal —usul paling sedikit terdiri atas :

1.

ol h it ol

Sistem organisasi masyarakat Desa;
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa;
Pembinaan lembaga dan Hukum adat;
Pengelolaan Tanah Kas Desa;
Pengembangan Peran Masyarakat Desa;
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Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan Inventarisasi adalah :
a. Bldang Penyelenggaran Pemerintah Desa;
Penjaga Balai Desa;
Pengelolaan tanah Cari Desa;
Pengelolaan tanah-tanah kas Desa;
Fasilitasi penyeleseaian sengketa tanah tingkat Desa;
. Penataan dan pemetaan tata guna lahan,
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunzn Des3,
1. Pelestarian Budaya Gotong royong, kerja bhakti, bakti sosial;
2. Bersih Makam TPU,
3 Pemeliharaan saran Ibadah (Masjid dan Madrasah)
4. Pemeliharaan Saluran Air;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
1. Pembinaan Paguyuban Warga, Pembinaan rempug Desa, Pembentukan Lembaga Adat dan
lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. Pembinaan Keagamaan (Subuh Keliling)
3. Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan,
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
’ 1. Pelestarian Adat di Desa, Seperti Maulid Nabi, Rajaban, Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)
Sya’banan Nyamungan.
2 Pelestarian Budaya seperti Sholawatan, Pengajian sahriyahan, Marhabaan, tahlilan, nasyid,
marawis, Wayangan, Pencak Silat, Calung, Upacara adat Pernikahan dan Khitanan.,
syukuran sebelum dan sesudah panen;
A4 Menyantuni fakir miskin dan yatim piatu juga Jompo;
. Perayaan Harl Besar Nasional Seperti Agustusan,

T T B

BAB Il
KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA
Pasal 5

Kewenangan Lokal Bersekala Desa paling sedikit terdiri atas :
a  Pengelolaan PasarDesa;
. b Pengelolaan Tempat Pemandian Umum;
¢ Pengelolaan Jaringan Irigasi;
d  Pengelolaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa;
¢ Pembinaan Masyarakat dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu;
{  Pembangunan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
g Pengelolaan Perpustakaan Desa dan taman bacaan;
h  Pengelolaan Embung Desa;
i Pengelolaan Air Minum Bersekala Desa;
i Pembuatan Jalan Desa antar Pemukiman ke wilayah pertanian.

Pasale

Kewenangan Desa berdasarkan lokal bersekala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi yang
meliputi bidang penyelenggaran Pemerintah Desa, bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang
pPembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa adalah :

Pembangunan dan / atau perbatkan rumah sehat;
Penerangan Lingkungan Pemukiman;
Drainase;

Tandon air Bersih atau penampungan air hujan bersama;

appow
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e Pipanisasi untuk mendukung distnibusi air bersth kerumah penduduk;
f. Selokzn

g Tempat Pembuzangzn Sampah;

h. Gergbak Sampzh;

jalan Pemuluman;

P J Jalan Desa anatar Pemukiman kewilzyzh pertanian;

, Jalan Poros Desa;
| Jembatan Desa;
m. Gerong-gorong;
n Terminal Desa,
] Pembangkit Listrik tenaga Desel,
e Pembangkit Listrik Tenaga Matahart;

a Jaringan Distribusi Tenaga Listrik;

r. Jaringan Internet untuk warga Des2;

s Website Desa;

t Peralatan Pengeras Suars;

u Radio Single Side Band (558).

v Air bersth bersekala Des2;

W Sanitasi Lingkungan;

¥ Jambanisasi;

¥ Mandi, Cuci, ¥akus (MCX]

. 1 $20bil Untuk ambulance Desa,

a3 Alst Bantu Penyandang Disabilitas;

bb Balai Pengobatan,

cr. Posyandu.

dd. Poskesdes/Polindes;

ee Taman Bacaan Masyarakat,

1t pembangunan Pendidikan Anak Usia Dim,

e Wahana Permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
kh. Taman Belajar Keagamaan,

i fangunan Perpustakaan Desa.

i Buku/ Bahan Bacaan;

s Ralat Pelatihan/ Kegiatan belajar masyarakat;
i SanggarSeni;

mm Peralatan kesenian;

nn Bendungan bersekala kel

.‘ oo Pembangunan atau perbaikan embung;

pe Irigasi Desa;

Qa Percetakan Lahan Pertanian;

" Kandang Ternak;

55 Gudang Penyimpanan Sarzna Procduksi Pertanian,
n Lumbung Desa;

UL Mesin Jahit;

v peralatan Benkel Kendaraan Bermotor;

“n Pasar Desa;

X Gudang Barang;
Yy Panggung Hiburan;

2 Wahana Permainan Anak;

323 Taman Rekreast

bbb Pompa Air;
cec Kolam untuk mata aw;
ddd Kegitan tanggap darurat Bencana alam;
eee. Pembersihan Lingkungan Perumahan yang terkena bencana alam;
ftf. Penyediaan Air Bersih;
£8s Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
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zi:‘v';if?:iez:garr:mj:; ;‘;d‘;‘:" Bsehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular,
Jiwa: ’ . ERKULOSIS, HIPERTENSI, DIABETES Melitus dan gangguan
Bantuan Insentif untuk kader kesehatan masyarakat;

Pemantauan, pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi
Balita dan anak sekolah,

Kampaye dan Promosi ahak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan
anak;

Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

Perawatan kesehatan dan / atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui,
pengobatan untuk 1ansia;

¥eluarga Berencana (B);

Pengelolaan Kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

pelatihan Pangan yang sehat dan aman;

Pelatihan Kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;

fantuan Insentif guru PAUD,

Bantuan Insentif guru taman belsjar keagamaan:

Penyelenggraan Pelatihan Kerja;

pantuan Pemberdayaan Bidang Olah raga:

pengelolaan Lingkungan pemukiman;

Sistern Informast Desa,

pembibitan tanaman Pangan,

pengadaan Pupuk,

pengelolaan Usaha Hutan Desa,

pPengadaan Bibit/induk ternak,

pengolahan Gula Aren,

produksi Anyaman Bambu;

pProduksi Pandal Besi,

Pvngnkﬂanu(unha.ﬂatuunJhlunggm

penyertaan Modal BUMDes;

Penguatan Modal BUMDes,

Pengembangan BUMDeS;

pembangunan dan Penyewaan Sarana dan prasarana Olah raga:

pengadaan dan penyewaan alat transportasy,

pembangunan hutan tanaman rakyat;

Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

Pengembangan, pelatihan dan pema nfaatan teknologi tepat guna;

Pelatihan kesiap siagaan masyarakat dan tenaga sukarelawan dalam menghadapi bencana;
Reboisasi:

penyusunan arah pengembangan Des3;

PenyusunanRancangan Program/kegiatan pembangunan Desa;

pendataan Potensi dan aset Desa;

penyusunanProfile Desa / Data Desa;

Penyusunan Peta Aset Desa;

pendataan Penduduk Desa:

Sosialsasi Penggunaan anggaran APBDesa;

Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, yatim piatu, jompo, dan anak
terlantar, perempuan, anak dan kaum marginal;

pemberian bantuan kepada warga miskin, yatim piatu, jompo, dan anak terlantar;
Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital;
Pengembangan laporan keuangan dan asetdesa yang terbuka untuk publik;

Pengembangan sistem informasiDesa yang berbasis masyarakat;

Penyelenggraan musy awarah Desa;

Pelatihan Kerja dan kewirausahaan;

Pengembangan, pelatihan hukum dan para legzl Desa untuk penyelesaian maszlah;
Penataan Dusun;

Pengelolaan Sarana dan Prasaran3 Milik Desa;
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hhhhh. ::engelolaan Lahan Kritis Skala Desa;
jiiil. engelolaan d :
i Perabilisn daainerjanfaa(an Sf’"‘?‘«"’ daya alam, sumberdaya manusia yang ada di desa,
iy i I(n el.atnhan Organisasi Kepemudaan di tingkat Desa;
. Penyuluhan p:::pama5 Aparéwr Desa, BPD dan lembaga Desa lainnya;
SR oo Program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
e Horosfor gram Peraerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
gelolaan dan Pemeliharaan tempat pemakaman umum;
00000. Pengembangan ketahanan Keluarga, ;

PPPPP. Pendidikan Akhlakul Karimah dan Xeluarga Sakinah.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 7

akan dilaksanakan;
ala Desa membuat
a diketahui oleb

(1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan yang
(2) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kep
Berita Acara penerimaan yang dir tandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, sert

Camat atas nama Bupati;

BABV

EVALUASI PELAPORAN PELAXKSANAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 8

aksanakan secara berjenjang;

ataan kewenangan Desa;
dan disampaikan paling sedikit 1

an kewenangan Desa dil

(1) Pelaporan atas pelaksanaan penata
atas pelaksanaan, pen

(2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis

(satu) kali dalam cotahun atau sesual kebutuhan

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 9

asi dalam hal pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, dan pemberian bantuan

a dimaksud pasal 6, dan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi,
uran Desa oleh pemerintahDesa dibebankan

pendanaan untuk realis
atas pelaksanaan sebagaiman
codialisast, pembuatan berita acara dan penyusunan Perat

pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa;

BAB VIl
PUNGUTAN DESA
Pasal 10

{1) Desadapat melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Desa

»an Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

sesual dengan kewenang
(2) Desadapat mengembangkan dan memparoleh bagi hasil dan Usaha bersama anatara Pemerintah

Desa dengan masyarakat;
(3) Pungutan yang dimaksud pada ayat (1) dit
(4) Pungutanyang dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APBDesa.

stapkan dalam peraturan Desa;

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

(1) Camat atas nama Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan, Penataan

Kewenangan Desa;
{2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

.
v
: < el -
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Fasilitasi dan koordinasi

Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa:
Monitoring dan Evaluasi:

Dukungan Teknis Administrasi.

S

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa
Cieundeur Kecamatan Warungkandang.

Ditetapkan di - Cieundeur

B %{a@\\ 20 Maret 2020
/ﬁ:\ §3A CIEUNDEUR

£ o\

&
,/f*f f;-‘l'l".,';"lk- =
/8

Diondangkandi ¢ Cieundeur
PFada Tanggal C 2 Maret 2020

SEKRETARIS DESA
4

WA—7

- )
MOM nmlv FAISALS.Pd

. LEMBARAN DESA CIEUNDEUR NOMOR 01 TAHUN 2020
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